Strategi Public Relations Dalam Memenuhi
Ekspektasi Jurnalistik Untuk Kegiatan Lobbi

Abstrak

Hampir semua insan pers meyakini akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat
banyak. Mereka percaya bahwa tanggung jawab mereka itu adalah menyediakan
informasi dan menyampaikan umpan balik pada masyarakat (They belief their
responsibility: to provide information and to provide feedback). Dalam hal ini,
keinginan mereka yang utama adalah untuk mendapatkan fakta.Their desire: to
get facts. Disini, mereka sangat tidak bisa menerima kalau humas dianggap
menyembunyikan fakta yang mereka inginkan. Klaim/tuduhan mereka terhadap
sumber berita: tertutup, suka merahasiakan sesuatu, dan sensitif (overly insulated,
secretive, dan sensitive. Banyak yg tidak tahan dikritik dan alergi terhadap “public
right to know.” Karena tuntutan untuk mendapatkan fakta, wartawan minta agar
dimaklumi bahwa kadang-kadang etiket, sopan satun, bahkan kadang aspek legal
terabaikan (in the pursuit of facts, etiquette, civility, and even legality are
sometimes forgone).
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Pendahuluan

Bagaimana menilai keberhasilan seorang praktisi Public Relations? Banyak
alat ukur yang dikemukakan. Misalnya apakah dengan melihat jumlah kliping
tentang instansinya di media massa? Dari popularitas instansi atau para tokohnya?
Yang lebih ideal, juga bisa dengan melihat seberapa besar “public
understanding,” yang kemudian diikuti dengan “public support” terhadap instansi
atau organisasi tadi. Khusus “public understanding” dan “public support’ ini bisa
diketahui, idealnya melalui penelitian. Capaian ideal suatu fungsi humas adalah
tercapainya tujuan organisasi atau instansi tadi. Dan inipun tentu sebaiknya

diukur melalui penelitian yang objektif.

Apapun ukuran kebehasilan ini, satu hal jelas: humas harus berhubungan

dengn media atau pers dalam melakukan tugasnya. Sehingga dalam gugusan



“profesi ” PR , media relations merupakan suatu keahlian yang selalu diajarkan,
yang intinya adalah memahami media dan dapat menggunakannya demi
keberhasilan kegiatan public relations. Dan memang kita rasanya belum pernah
mengetahui ada PR yang tidak berhubungan dengan media. Sehingga secara
otomatis sering orang akan berkata bahwa praktisi humas, pada prakteknya,
sebagaimana dikatakan Seitel, dijuluki sebagai orang yang berurusan dengan
media (folks who deal with media). Kosekwensinya, mau tidak mau pula,
bagaimana seorang praktisi PR menjalin hubungan dengan media tak jarang
dipakai sebagai alat ukur keberhasilannya. Suksesnya dinilai dari kemampuannya

melakukan media relations tadi.

Untuk bisa berhasil dalam melakukan media relations, banyak teori atau saran
yang diberikan berbagai para praktisi maupun praktisi jurnalistik sendiri. Tidak
jarang malah, dan ini anehnya, justru dua profesi yang berhubungan erat ini,
malahan sering terlibat dalam suasanan “permusuhan.” Pers sering menuduh
humas sebagai pihak yang tidak mengerti tugas jurnalistik profesional dan justru
sering menghabat akses pers terhadap sumber informasi. Sedangkan humas juga
berfikir begitu bahwa pers tidak memahami posisi humas, dan pers tidak mau
memanfaatkan humas untuk dapat informasi. Hubungan antara pers dan humas ini
pernah diteliti oleh Michael Ryan dan David L. Matinson pada tahun 1988, yang
hasilnya kemudian dilaporkannya dalam Journalism Quarterly dengan judul:

“Press and public relations, why are they always adversial?”

Pers Indonesia

Sebagaimana disinggung dimuka, keberhasilan humas banyak ditentukan dari
bagaimana ia menjalin hubungan dengan media. Ini berarti bahwa humas harus
memahami dapat memamahami betul seluk beluk dunia media. Memasalahkan
siapa yang lebih superior antara dua profesi yang sebenarnya saling
membutuhkan ini, tidak akan membantu apa-apa buat PR. Lebih baik

memfokuskan diri pada upaya memahami media atau pers. Lebih baik mencoba



melihat dari sisi pers yang memang membutuhkan informasi, dan apa yang bisa

dilakukan humas untuk dapat memperlancar tugas pers tadi.

Berarti, minimal ada dua hal yang harus diketahui humas; yaitu yang pertama:
memahami pers itu (fungsi media dan bagaimana mereka bekerja); dan yang
kedua, memilih taktik-taktik berhubungan dengan pers yang efektif. Sekali lagi,
harus dipahami oleh setiap humas, bahwa janganlah menganggap pers itu hanya
sebagai “alat” humas untuk mencapai masyarakat dalam arti luas. Kita tahu
memang, bahwa berbagai suratkbar dan televisi, serta radio dibaca, ditonton dan
didengar berbagai lapisan masyarakat. Namun bagaimanapun juga pers adalah
suatu dunia tersendiri, yang memiliki dinamika dan hukum-hukumnya sendiri.

Mengenal seluk beluk dunia pers akan memperlancar tugas seorang praktisi PR.

Saat ini, sesudah Indonesia berada di alam reformasi, pers Indonesia
sangat menikmati kebebasannya. Kita bisa dengan bangga menyatakan bahwa
pers Indonesia merupakan pers yang sangat bebas di dunia ini. Terlebih pula
dengan keluarnya UU NO. 40/1999 tentang Pers, kebebasan semakin kuat karena
mendapat “back up.” Pasal Undang-Undang Pers memuat ancaman penjara tahun
dan denda ratusan juta bagi siapapun yang dianggap membatasi Pers untuk

memperoleh informasi.

Bandingkanlah situasi kebebasan pers saat ini dengan situasi saat masih
adanya institusi yang bernama Kopkamtib. Koran Berita Buana pernah
“dihukum” dilarang tebit beberapa hari karena menurunkan berita copet yang
tetangkap dan kemudian digebukin massa. Salah seorang copet ini meninggal
karena dalam upaya menyelamatkan diri ia menyeburkan diri ke kali di Kebon
Sirih. Sang copet meninggal karena tenggelam. Dulu dengan hanya panggilan
telpon, pers harus menurut untuk tidak memberitakan atau memberitakan sesuatu.
Kini, pers Indonesia tidak mengenal budaya telpon itu lagi. Situasi pers ini sempat

“dinikamati” beberapa Humas pemerintah. Karena dengan berkordinasi dengan



Departemen Penerangan, mereka dapat meminta pers untuk tidak memberitakan

hal-hal yang dianggap negatif menyagkut instansi mereka.

Sekarang situasi sudah berbeda 180 derajat! Tidak ada lagi kekuatan
politik yang dapat mengatur pers Indonesia (kekuatan ekonomi mungkin masih
bisa mengatur pers melalui ‘“kekuasaan” iklan). Namun kebebasan yang
dinikamati pers Indonesia kini ini tak urung juga menimba berbagai “keluhan.”
Ada yang memberikan label pada pers di Indonesia saat ini sebagai pers yang
cenderung menurunkan berita-berita sensasional. Atau ada yang pula menuduh
para pekerja jurnalistik dan pemberitaan mereka kasar, dan dangkal. Bahkan ada
pula yang mengeluhkan seringnya pers Indonesia “tidak objektif “ dalam
pemberitaannya. Penilaian “terlalu bebas” juga sering dialamatkan pada pers

Indonesia saat ini.

Bagaiman kondisi pers ideal yang kita inginkan kiranya mungkin perlu
dirumuskan. Setelah puluhan tahun dalam kungkungan suatu sitim dimana
pemerintah sangat kuat dan seringkali berpenampilan sebagai “father who knows
best,” tidak ada salahnya kalau sekali-kali kita menerenung dan bertanya
“bagaimana bentuk pers ideal” yang cocok untuk Indonesia ini? Cukup puaskah
andai pers Indonesia sudah memperoleh predikat pers yang fair, atau pers yang
selalu tampil membela kebenaran dan kepentingan rakyat banyak? Atau
bagaimana pula kita akan menerapkan pers yang professional sesuai tuntutan
Kode Etik Wartawan Indonesia? Bagaimana pula menyikapi adanya berbagai

keluhan atas isi media yang tidak cocok untuk anak-anak?

Dikaitkan dengan suasana kebebasan yang dinikmati pers Indonesia yang
juga sudah tentu akibat dampak globalisasi, ada tiga hal yang sudah menjadi
fenomena saat ini. Tiga fenomena ini sangat erat dan berpengaruh terhadap
pelaksanaan praktek-praktek public relations, yaitu: Instant Information, Public

consent/approval, dan Public Scrutiny.



Instant Information: Kemajuan teknologi informasi berkat innovasi
komputer dan satelit (yang sering kita kenal dengan istilah revolusi informasi)
membuat informasi menjadi mbludak. Mengamati informasi yang mbludak ini,
Naisbitt (hal 17) berkata: “Kita kebanjiran informasi, namun kita kelaparan akan
pengetahuan (We are drowning in information but starved for knowledge).”
Berbagai informasi melalui berbagai media (media massa dan internet) tersedia
dengan mudah, murah, simultan, dan cepat. Istilah junk information pun kita
dengar untuk menggambarkan bahwa informasi yang tidak relevan atau kita
butuhkan, tapi kadangkala informasi itu yang mendatangi kita. Sudah tentu ini
memberi dampak pada praktek jurnalistik dan public relations. Informasi
bagaikan ombak yang berkejar-kejaran mendeburkan buihnya ke pantai dengan
suara yang cukup keras. Hari ini, misalnya media seolah berlomba memberitakan
suatu isu, membuat dunia bagaikan kiamat. Seminggu kemudian isu tadi mungkin
sudah terlupakan bagaikan tidak pernah terjadi. Informasi datang dan pergi
dengan cepat dan segera. Ini tentu merupakan suatu tantangan dan “pressure”
bagi praktisi PR untuk bisa memperoleh space dan time di media cetak dan media

broadcasting.

Public consent/approval: Masih ingat ketika pemerintahan Gus Dur
akhirnya harus membatalkan pembelian mobil Volvo baru untuk para anggota
kabinetnya? Pembatalan ini harus dilakukan karena hebatnya tekanan opini publik
yang tidak menyetujui pembelian mobil dinas yang dianggap mewah itu. Inilah
yang terjadi di era demokrasi ini. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kebijakan
yang diambil pemerintah harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
pertimbangan dan persetujuan publik. Humas harus dapat mendeteksi public
consent/approval sebagai antisipasi atas berbagai kebijakan yang diambil atau

dijalankan oleh institusinya.

Public Scrutiny: Scrutiny artinya meneliti, mengorek-ngorek. Semua
kebijakan yang diambil instusi publik ataupun swasta yang menyangkut publik
atau yang berdampak terhadap publik, selalu menjadi bahan penyelidikan oleh



publik atau berbagai organisasi, misalnya LSM. Misalnya rombongan anggota
DPR yang hendak melakukan studi banding” ke luar negri harus dapat
menjelaskan manfaat kunjungan mereka itu. Publik akan mempelajari dan

menuntut penjelasan.

Demikianlah situasi atau medan yang dihadapi humas di Indonesia dalam
kaitannya dengan situasi kebebasan pers di Indonesia saat ini. Suatu medan yang

penuh tantangan namun sekaligus mengandung peluang yang bisa dimanfaatkan.
Esensi Tugas/Fungsi PR

Berbagai literatur banyak membahas tentang tugas humas. Kalau saya,
saya hanya ingin mengambil tugas yang bisa dianggap sebagai tugas
konvensional, yaitu: tugas humas adalah untuk image building (pembangunan
citra). Tentang kata citra atau image inipun bisa diperdebatkan. Ada yang lebih
suka dengan istilah reputation dengan alasan bahwa reputasi itu adalah sesuatu
yang real dimiliki oleh seseoarang atau sebuah institusi. Sedangkan image bisa
tidak real atau tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi justru itulah seninya humas
karena etika humas melarang para profesionalnya untuk membohongi publik. Jadi
ada guidance yang jelas disini bahwa citra yang dibangun adalah citra yang
memang pantas untuk dikomunikasikan. /mage building disini maksudnya adalah

a reflection of a good shape of something. Itulah tugas praktis humas.

Citra pada hakekatnya adalah persepsi seseorang atas sesuatu. Bagaimana
seseorang mem-persepsi sebuah organisasi, itulah citra organisasi bagi orang tadi.
Persepsi dapat terjadi karena ada informasi yang disampaikan. Dalam hidup
bermasyarakat dan bernegara saat ini, peranan media sangat menentukan dalam
menyampaikan informasi pada masyarakat. Humas harus memaklumi betul hal
ini. Humas manapun, tidak akan dapat bekerja produktif dan efisien bila coba-

coba nekat untuk tidak memanfaatkan media.



Dalam kaitan ini, sangatlah penting bagi setiap praktisi humas untuk

memahami seluk media. Apa saja aspek media ini yang perlu dipahami oleh para

praktisi humas? Menurut Baskin , memahami media dan tugas reporter adalah

dua aspek yang harus dikenal para PR profesional (p. 197-2000).

Memahami Media:

Setiap praktisi humas seyogyanya memaklumi sepenuhnya bahwa medialah
yang membuat kita mengenal dunia tanpa harus melihat dan mengalami
langsung berbagai peristiwa (Media put us in touch with the world beyond our
immediate experience).

Memang betul bahwa isi media adalah hasil penyederhanaan (greatly
simplified) dan hasil suntingan (edited version) berbagai peristiwa yang
terjadi, namun media memberi/membangkitkan partisipasi dan pengertian
(feeling of participation and understanding). Media membentuk persepsi dan
keyakinan secara signifikan (They shape significantly our perception &
belief).

Media adalah business—yang karenanya mereka menjual informasi dan
entertainmen. They gather and package information and entertainment that
stimulate audiences to spend more money & time to read, listen, and watch.
Insan pers sangat meyakini benar tanggung jawab mereka terhadap publik.
“Misi suci” mereka adalah bertindak sebagai mata dan telinga publik,
pengawas institusi publik dalam melakukan tugasnya (serve as public’s eyes
and ears; watchdogs on public institution doing their business).

Dua goals media: providing truth & making profit. Untuk dapat menjalankan
tugas idealnya, media harus independen, tidak tergantung pada pihak lain
secara finasial. Menyajikan kebenaran dan mendapat untung harus seirring
sejalan.

Kekuatan esensial media adalah pada kapasitasnya dalam memilih dan

menentukan sesuatu itu berita atau bukan (fo choose what is news).

Memahami Reporter:



Berdasarkan pengamatannya atas situasi di atas, lebih lanjut Baskin (hal 200-

201) menyarakan upaya yang dapat dilakukan humas agar dapat memiliki

hubungan yang yang baik dengan para pekerja media’ Ia menamakannya Tips for

Getting Along with Journalis sebagai berikut:

Hampir semua insan pers meyakini akan tanggung jawabnya terhadap
masyarakat banyak. Mereka percaya bahwa tanggung jawab mereka itu adalah
menyediakan informasi dan menyampaikan umpan balik pada masyarakat
(They belief their responsibility: to provide information and to provide
feedback).

Dalam hal ini, keinginan mereka yang utama adalah untuk mendapatkan
fakta.Their desire: to get facts. Disini, mereka sanga tidak bisa menerima
kalau humas dianggap menyembunyikan fakta yang mereka inginkan.
Klaim/tuduhan mereka terhadap sumber berita: tertutup, suka merahasiakan
sesuatu, dan sensitif (overly insulated, secretive, dan sensitive. Banyak yg
tidak tahan dikritik dan alergi terhadap “public right to know.”

Karena tuntutan untuk mendapatkan fakta, wartawan minta agar dimaklumi
bahwa kadang-kadang etiket, sopan satun, bahkan kadang aspek legal
terabaikan (in the pursuit of facts, etiquette, civility, and even legality are

sometimes forgone).

Beberapa teknik PR dalam melayani pers

Dalam membina hubungan dengan para reporter, seorang professional humas
sebaiknya harus tahu betul kapan ia melakukan “direct dan indirect
approach.” Artinya kapan ia harus langsung mengontak seorang reporter, dan
kapan ia karena pertimbangan-pertimbangan tertentu harus memakai mediator
untuk berhubungan dengan reporter. Dalam hubungan ini misalnya, Caroline

Black (hal 102) menyarakankan untuk tidak ada salahnya mengajak wartawan



makan siang bersama. Namun harus diingat bahwa hubungan yang dibina
adalah hubungan yang berdasarkan trust dan respect.
Tujuan setiap reporter adalah untuk memperoleh informasi. Untuk itu, humas
harus dapat menyediakan informasi secukupnya dan secepatnya bagi
wartawan yang membutuhkan (Provide sufficient and timely information).
Humas harus dapat memupuk kepercayaan wartawan yang meliput
institusinya. Fondasi membangun kepercayaan ini bukanlah, materi atau
“amplop” yang tebal, melainkan melalui “feeding” kebutuhan utama setiap
wartawan, yaitu informasi! Wartawan menghargai pemberian informasi yang
berdasarkan unsur akurasi, berintegritas, keterbukaan, dan lengkap (Building
trust melalui: Accuracy, Integrity, Openes, and Completnes). Dalam kaitan
ini, saran Cutlip cs. (hal 327) ada perlunya dicatat disini bahwa kredibilitas
adalah “the most important asse in dealing with mediat” seorang PR
professional. Artinya, lanjut Cutlip cs.: never liying... (jangan pernah
berbohong)” terhadap orang-orang media.
Don’t play favorite among the media! Ingat reporter juga manusia. Tidak
perduli media apapun yang mereka wakili, kecil atau besar, mereka
mempunyai perasaan. Janganlah karena si Badu berasal dari Koran besar
misalnya, lalu ia mendapat perhatian dan pelayanan lebih dibandingkan
pelayanan terhadap Taufik karena ia hanya mewakili koran yang beroplah
kecil.
Ada juga baiknya seorang praktisi humas Indonesia ini mengenali apa yang
oleh Mark Hertsgaard (hal 31) dinamakan Reagan’s Principle. Presiden
Reagan yang dijuluki sebagai “The Great Communicator,” menerapkan tujuh
prinsip dalam berhubungan dengan pers, atau tepatnya dalam “manage the
news,” sebagai berikut:

= Plan ahead

= Stay on offensive

= Control the flow of information

= Limit reporters access’ to the president,

= Talk about the issue you want to talk about,



= Speak in one voice.

= Repeat the same message many times.

GAYA KEPEMIMPINAN DALAM LOBBI DAN NEGOSIASI

Gaya Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor utama
dan terpenting dalam setiap kelompok/organisasi. Gaya kepemimpinan
demokratis diwujudkan dengan dominasi perilaku sebagai pelindung dan
penyelamat dan perilaku yang cenderung memajukan dan mengembangkan
organisasi/kelompok. Di samping itu diwujudkan juga melalui perilaku

kepemimpinan sebagai pelaksana (eksekutif).

Dengan didominasi oleh ketiga perilaku kepemimpinan tersebut, berarti
gaya ini diwarnai dengan usaha mewujudkan dan mengembangkan hubungan
manusiawi (human relationship) yang efektif, berdasarkan prinsip saling
menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lain. Pemimpin
memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek,
yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga.
Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, minat/perhatian,
kreativitas, inisiatif, dan lain-lain yang berbeda-beda antara yang satu dengan

yang lain selalu dihargai dan disalurkan secara wajar.



Berdasarkan prinsip tersebut di atas, dalam gaya kepemimpinan ini selalu
terlihat usaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Proses
kepemimpinan diwujudkan dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi
anggota kelompok/organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan.
Partisipasi itu disesuaikan dengan posisi/jabatan masing-masing, di samping
memperhatikan pula tingkat dan jenis kemampuan setiap anggota
kelompok/organisasi. Para pemimpin pelaksana sebagai pembantu pucuk
pimpinan, memperoleh pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, yang sama
atau seimbang pentingnya bagi pencapaian tujuan bersama. Sedang bagi para
anggota kesempatan berpartisipasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam
berbagai kegiatan di lingkungan unit masing-masing, dengan mendorong
terwujudnya kerja sama, baik antara anggota dalam satu maupun unit yang
berbeda. Dengan demikian berarti setiap anggota tidak saja diberi kesempatan
untuk aktif, tetapi juga dibantu dalam mengembangkan sikap dan
kemampuannya memimpin. Kondisi itu memungkinkan setiap orang siap untuk
dipromosikan menduduki posisi/jabatan pemimpin secara berjenjang, bilamana
terjadi kekosongan karena pensiun, pindah, meninggal dunia, atau sebab-sebab

lain.

Kepemimpinan dengan gaya demokratis dalam mengambil keputusan
sangat mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di
dalam unit masing-masing. Dengan demikian dalam pelaksanaan setiap
keputusan tidak dirasakan sebagai kegiatan yang dipaksakan, justru sebaliknya

semua merasa terdorong mensukseskannya sebagai tanggung jawab bersama.



Setiap anggota kelompok/organisasi merasa perlu aktif bukan untuk kepentingan

sendiri atau beberapa orang tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama.

Aktivitas dirasakan sebagai kebutuhan dalam mewujudkan partisipasi,
yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan kelompok/organisasi
secara keseluruhan. Tidak ada perasaan tertekan dan takut, namun pemimpin

selalu dihormati dan disegani secara wajar

Gaya Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang paling tua
dikenal manusia. Oleh karena itu gaya kepemimpinan ini menempatkan
kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang di antara
mereka tetap ada seorang yang paling berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai
penguasa tunggal. Orang-orang yang dipimpin yang jumlahnya lebih banyak,
merupakan pihak yang dikuasai, yang disebut bawahan atau anak buah.
Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan
bahkan kehendak pimpinan. Pemimpin memandang dirinya lebih, dalam segala
hal dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang
rendah, sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa perintah.
Perintah pemimpin sebagai atasan tidak boleh dibantah, karena dipandang
sebagai satu-satunya yang paling benar. Pemimpin sebagai penguasa
merupakan penentu nasib bawahannya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain,

selain harus tunduk dan patuh di bawah kekuasaan sang pemimpin. Kekuasaan



pimpinan digunakan untuk menekan bawahan, dengan mempergunakan sanksi
atau hukuman sebagai alat utama. Pemimpin menilai kesuksesannya dari segi

timbulnya rasa takut dan kepatuhan yang bersifat kaku.

Kepemimpinan dengan gaya otoriter banyak ditemui dalam pemerintahan
Kerajaan Absolut, sehingga ucapan raja berlaku sebagai undang-undang atau
ketentuan hukum yang mengikat. Di samping itu sering pula terlihat gaya dalam
kepemimpinan pemerintahan diktator sebagaimana terjadi di masa Nazi Jerman

dengan Hitler sebagai pemimpin yang otoriter.

Gaya Kepemimpinan Bebas dan Gaya Kepemimpinan Pelengkap

Kepemimpinan Bebas merupakan kebalikan dari tipe atau gaya
kepemimpinan otoriter. Dilihat dari segi perilaku ternyata gaya kepemimpinan ini
cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi (compromiser) dan
perilaku kepemimpinan pembelot (deserter). Dalam prosesnya ternyata
sebenarnya tidak dilaksanakan kepemimpinan dalam arti sebagai rangkaian
kegiatan menggerakkan dan memotivasi anggota kelompok/organisasinya
dengan cara apa pun juga. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol.
Kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada
orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan
(berbuat) menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara

perseorangan maupun berupa kelompok-kelompok kecil.



Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat, yang
dilakukan dengan memberi kesempatan untuk berkompromi atau bertanya bagi
anggota kelompok yang memerlukannya. Kesempatan itu diberikan baik
sebelum maupun sesudah anggota yang bersangkutan menetapkan keputusan

atau melaksanakan suatu kegiatan.

Kepemimpinan dijalankan tanpa berbuat sesuatu, karena untuk bertanya
atau tidak (kompromi) tentang sesuatu rencana keputusan atau kegiatan,
tergantung sepenuhnya pada orang-orang yang dipimpin. Dalam keadaan
seperti itu setiap terjadi kekeliruan atau kesalahan, maka pemimpin selalu
berlepas tangan karena merasa tidak ikut serta menetapkannya menjadi
keputusan atau kegiatan yang dilaksanakan kelompok/organisasinya. Pemimpin
melepaskan diri dari tanggung jawab (deserter), dengan menuding bahwa yang
salah adalah anggota kelompok/organisasinya yang menetapkan atau
melaksanakan keputusan dan kegiatan tersebut. Oleh karena itu bukan dirinya
yang harus dan perlu diminta pertanggungjawaban telah berbuat kekeliruan atau

kesalahan.

Sehubungan dengan itu apabila tidak seorang pun orang-orang yang
dipimpin atau bawahan yang mengambil inisiatif untuk menetapkan suatu
keputusan dan tidak pula melakukan sesuatu kegiatan, maka kepemimpinan dan
keseluruhan kelompok/organisasi menjadi tidak berfungsi. Kebebasan dalam
menetapkan suatu keputusan atau melakukan suatu kegiatan dalam tipe

kepemimpinan ini diserahkan sepenuhnya pada orang-orang yang dipimpin.



Oleh karena setiap manusia mempunyai kemauan dan kehendak sendiri,
maka akan berakibat suasana kebersamaan tidak tercipta, kegiatan menjadi
tidak terarah dan simpang siur. Wewenang tidak jelas dan tanggung jawab
menjadi kacau, setiap anggota saling menunggu dan bahkan saling salah

menyalahkan apabila diminta pertanggungjawaban.

Gaya atau perilaku kepemimpinan yang termasuk dalam tipe kepemimpinan

bebas ini antara lain

1. Kepemimpinan Agitator

Tipe kepemimpinan ini diwarnai dengan kegiatan pemimpin dalam bentuk
tekanan, adu domba, memperuncing perselisihan, menimbulkan dan
memperbesar perpecahan/pertentangan dan lain-lain dengan maksud untuk
memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Agitasi yang dilakukan terhadap
orang luar atau organisasi lain, adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi

organisasinya dan bahkan untuk kepentingan pemimpin sendiri .

2. Kepemimpinan Simbol

Tipe kepemimpinan ini menempatkan seorang pemimpin sekedar sebagai
lambang atau simbol, tanpa menjalankan kegiatan kepemimpinan yang

sebenarnya.

Di samping gaya kepemimpinan demokratis, otokrasi maupun bebas

maka pada kenyataannya sulit untuk dibantah bila dikatakan terdapat beberapa



gaya atau perilaku kepemimpinan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam salah
satu tipe kepemimpinan tersebut. Sehubungan dengan itu sekurang kurangnya
terdapat lima gaya atau perilaku kepemimpinan seperti itu. Kelima gaya atau

perilaku kepemimpinan itu adalah

1. Gaya atau Perilaku Kepemimpinan Ahli (Expert)
2. Gaya atau Perilaku Kepemimpinan Kharismatik
3. Gaya atau Perilaku Kepemimpinan Paternalistik
4. Gaya atau Perilaku Kepemimpinan Pengayom

5. Gaya atau Perilaku Kepemimpinan Tranformasional

Penutup

Apapun predikat yang diberikan pada seorang praktisi PR, yang jelas job
utamanya adalah berkomunikasi. Terletak pada pundaknya untuk membangun
hubungan yang baik antara insitusinya dengan publik. Keberhasilan seorang

praktisi dinilai dari keberhasilannya melakukan komunikasi ini.

Untuk dapat melakukan komunikasi dengan publik, humas sangat
tergantung pada media komunikasi. Untuk itu ia harus berhubungan baik dan
dapat memenuhi ekspetansi para professional media. Dalam kaitan ini,
keberhasilan humas sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memahami

dunia media, dan memahami bagaimana para praktisi media melakukan tugas



dalam mencari informasi. Memahami dua hal ini dapat membantu praktisi humas

membina hubungan baik dengan para reporter atau wartawan.



Referensi:

Baskin, Otis; Aronoff, Craig and Latimore, Dan (1997). Public Relations: The
Profession and The Practice. Madison, WI: Brown & Benchmark.

Black, Caroline (2003) The PR Practioner’s Desktop Guide, London:
Thorogood.

Cutlip M, Scott; Center, Allen H; and Broom, Glen M. (2000) 8" (ed) Effective
Public Relations, Upper Saddle, NJ: Prentice Hall.

Herstgaard, Mark (1989). “Journalist Played Dead for Reagan-Will They Roll
Over again for Bush?” Washington Journalism Review (January-February
1989):31.

Naisbitt, John (1982). Megatrends: Ten New Directions Transforming Our
Lives. New York: Warner Books.

Ryan, Michael; Martinson, David L (1988). “Journalist and Public Relations
Practitioner. Why the Antagonism?” Journalism Quarterly (Spring 1988)

Seitel, Fraser P (1992) The Practice of Public Relations. New York: Macmillan
Publishing Co.



